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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar secara umum atas buku yang ada di tangan 

pembaca budiman. Persoalan politik-pemerintahan saat ini menjadi hal 

yang perlu mendapatkan perhatian. Bukan saja karena adanya 

departemen dalam negeri yang identic dengan pemerintahan, atau pun 

adanya eksekutif yang identic dengan kelompok orang yang menjalankan 

roda pemerintahan sebagai birokrat sehingga sering mendapatkan 

panggilan-ungkapan birokrat. Sifat dari birokrat sering identic dengan 

birokratis. Bahkan, bukan saja karena adanya dikotomi adanya 

pemerintahan dalam negeri dan luar negeri.  

Politik-pemerintahan perlu mendapatkan perhatian kita semua. 

Hal ini disebabkan sebagai sebuah kajian keilmuan, politik-pemerintahan 

agaknya masih berada dalam “jurang” di antara ilmu-ilmu politik dan ilmu 

pemerintahan itu sendiri. Tentu saja, buku ini tidak bermaksud 

menyatakan bahwa politik itu adalah pemerintahan. Demikian pula 

sebaliknya, pemerintahan adalah politik itu sendiri. Namun, buku ini 

hendak menegaskan bahwa politik dan pemerintahan merupakan bidang 

ilmu bahkan tindakan-praktek yang tidak dapat dipisahkan, sekalipun 

dapat dibedakan. Kita akan dengan mudah mendapatkan pelbagai 

penjelasan mengenai apa itu politik, ilmu politik, pemerintahan dan ilmu 

pemerintahan. Namun agak sulit ditemukan sebuah penjelasan yang 

menempatkan keilmuan politik dan pemerintahan dalam sebuah rumpun 

keilmuan yang tidak terpisah secara kaku-tegas. 
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Beberapa konsep penting dalam tradisi politik dan pemerintahan 

akan menjadi bahasan secara ringkas dalam buku ini. Politik dan 

pemerintahan, jika kita perhatikan tidak akan pernah dapat dilepaskan 

dari konsep kunci yang bernama “kekuasaan”. Kekuasaan itu sendiri oleh 

sebagian ahli seperti Andrey Heywood (2014), menyebutkan sebuah 

upaya untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan, atau pun keinginan 

untuk melakukan sesuatu. Dalam kekuasaan mencakup hal-hal terkait 

dengan kemampuan seseorang untuk menjaga kehidupannya sendiri, 

sehingga kemampuan memerintah untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan politik dilakukan.  

Dalam politik-pemerintahan, kekuasaan biasanya dipahami 

sebagai suatu relasi atau hubungan, yakni kemampuan untuk 

memengaruhi perilaku seseorang atau orang lain dengan menggunakan 

cara yang bukan mereka sendiri inginkan, sehingga disebut sebagai 

“kemampuan untuk memengaruhi” orang lain. Secara lebih sederhana 

kekuasaan diartikan pula sebagai kemampuan untuk memberikan 

penghargaan atau hukuman, dan lebih dekat kepada makna kekuatan atau 

manipulasi yang kontras dengan makna “pengaruh”. (Heywood, 2014: 

757). Pendek kata, kekuasaan dan kekuatan, manipulasi menjadi kata 

kunci dalam politik-pemerintahan yang akan kita bahas dalam buku ini.  

Sedangkan pemerintahan (governance) yang juga dibedakan 
dengan pemerintah (government) memiliki kajiannya sendiri. 
Pemerintahan sendiri bermakna segala kegiatan yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Dalam kajian Finer dalam 
Adisubrata (2002) istilah pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki 
empat hal, yaitu:  pertama, menunjukkan kegiatan atau proses 
memerintah, yang melaksanakan pengawasan atas pihak atau lembaga 
lain; kedua, menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau 
proses memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai; ketiga, 
menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah; 
dan keempat, menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang 
digunakan untuk mengatur masyarakat. 
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Government lebih menunjukkan pada pelaku pemerintahan, 
seperti pejabat daerah dari yang terkecil tingkat dusun, desa, kecamatan 
dan seterusnya. Sementara governance lebih menujuk pada adanya 
system yang mengatur atau dianut oleh para pelaku pemerintahan 
(birokrat). Jika sistemnya baik maka ada kemungkinan pelaku 
pemerintahan akan mengikutinya. Jika sistemnya jelek maka 
kemungkinan birokrat dibawahnya juga akan jelek. Disinilah system 
pemerintahan (governance) akan menjadi pijakan government yang akan 
menjalankan roda pemerintahan. Banyaknya kejadian korupsi di tingkat 
local, baik desa, kecamatan atau pun kabupaten/kota bisa saja karena 
system pemerintahan yang ada bukan system pemerintahan yang baik, 
transparan dan partsispatif sebagaimana prinsip good governance. 
 

Oleh sebab itu, buku ini secara berturut-turut hendak memberikan 

penjelasan terkait hal-hal silang sengkarut antara politik dan 

pemerintahan itu sendiri. Juga hendak membahas hal-hal yang menjadi 

titik tekan dalam politik dan pemerintahan. Kita juga akan mendapatkan 

gambaran terkait ideology-idoelogi politik pemerintahan yang dianut oleh 

sebuah negara. Selain itu buku ini juga hendak memberikan penjelasan 

terkait teori yang secara khusus membahas masalah teori, ruang lingkup 

serta aliran-aliran yang dianut dalam praktek politik-pemerintahan yang 

selama ini lazim kita kenal dalam kajian-kajian politik pemerintahan. 

MEMAHAMI POLITIK-PEMERINTAHAN 

Aristoteles, Filosof (384-322 SM), memberikan penjelasan ringkas 

terkait politik-pemerintahan. Politik atau dalam Bahasa Yunani polity 

diterjemahkan sebuah masyarakat yang diorganisasikan melalui 

penyelenggaraan otoritas politik. Polity itu juga diartikan sebagai 

pemerintahan oleh banyak orang untuk kepentingan semua orang 

(banyak orang). Sementara otoritas dimaknai sebagai kekuasaan yang sah 

untuk memengaruhi orang lain karena memiliki hak. Sedangkan 

kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan memengaruhi pihak lain. 

Aristoteles, dengan sederhana menterjemahkan politik sebagai 

suatu asosiasi warga negara yang membicarakan dan menyelenggarakan 
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hal ikhwal yang terkait dengan kebajikan bersama seluruh anggota 

masyarakat (warga negara). Politik itu juga membedakan antara urusan 

pribadi (individual) dengan urusan masyarakat (public). Oleh karena itu, 

politik sebenarnya berkaitan dengan kabajikan untuk banyak orang dalam 

ranah kebijakan public, bukan kebijakan individual. Kebijakan menjadi 

kata kunci dalam urusan politik-kekuasaan. (Surbakti, 1992: 2) 

Konsep politik yang berkaitan dengan kepentingan umum ternyata 

tidak semudah untuk diimplementasikan. Bahkan, sebagian ilmuwan 

mempersoalkan apa yang dikatakan dengan kepentingan umum. Sebagian 

menterjemahkan kepentingan umum merupakan tujuan moral atau nilai 

ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan, dan 

kebenaran. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kepentingan umum 

adalah keinginan orang banyak dan kumpulan orang. Samuel Huntington, 

menyebut bahwa kepentingan umum adalah kepentingan pemerintah, 

sebab lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kebajikan 

bersama. (Surbakti, 1992: 3) 

Dalam politik terdapat apa yang dinamakan etika dan tujuan untuk 

masyarakat. Oleh sebab itu, berpolitik itu membicarakan dan 

merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam 

upaya mengejar secara bersama. Inilah aspek etik filosofis dari politik 

yang dikembangkan dalam tradisi para filosof dan ahli etika, sehingga 

politik itu terkait dengan norma dan tujuan-tujuan spekulatif, bukan 

sekadar empirisme dan realisme. Filosof seperti Plato, Aristoteles, John 

Stuart Mill, dan Socrates telah menterjemahkan politik dalam kajian etik. 

(Surbakti, 1992: 3) 

Politik  juga berkaitan dengan persoalan persaingan (kontestasi) 

antar kelompok dalam masyarakat. Bagi pemenangnya dibolehkan 

mempergunakan otoritasnya untuk memaksakan pendapatnya agar 

mensukseskan pandangannya sebagai bagian dari monopoli. Inilah politik 

yang merupakan persaingan memperebutkan kekuasaan untuk saling 

memengaruhi antar kelompok, antar negara, antar manusia dan 
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masyarakat dalam sebuah negara. Inilah sebenarnya yang menyebabkan 

perlu adanya pemegang otoritas politik dalam negara atau masyarakat 

agar terjadi pembagian kekuasaan. (Surbakti, 1992: 4) 

Otoritas politik karena itu didasarkan pada sebuah tugas yang 

diakui untuk dipatuhi dan bukan setiap bentuk kekuasaan atau 

manipulasi. Oleh sebab itu, otoritas adalah kekuasaan yang dibungkus 

(diberi kekuatan) pengakuan-legitimasi atau hak untuk berkuasa. Otoritas 

itu sendiri menurut Max Weber dibedakan menjadi tiga hal, yakni otoritas 

tradisional karena berdasarkan sejarah, otoritas karismatik berdasarkan 

kualitas pribadi dan otoritas legal-rasional yakni didasarkan pada 

serangkaian aturan non personal (impersonal). Max Weber menjadi salah 

satu tokoh yang banyak membahas soal kekuasaan dan birokrasi. 

(Heywood, 2014: 8) 

Politik itu sendiri dikatakan sebagai seni memimpin (masyarakat). 

Politik dengan demikian akan berhubungan dengan orang lain dan 

kepemimpinan yang dijalankan. Dalam kepemimpinan terdapat pula 

model kepemimpinan, seperti kepemimpinan otoriter (yang 

mengandalkan) dirinya sendiri sebagai rezim politik. Ada pula pemimpin 

demokratis mendasarkan pada partisipasi public dalam memimpin. 

Terdapat pula pemimpin transformative yakni memberikan ruang untuk 

saling bertukar pikiran, memberi dan menerima serta memikirkan masa 

depan sebuah bangsa (masyarakat) ketimbang menimbang masa lalu. 

Masa lalu hanya dijadikan pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. 

(Sartono Kartodirjo, 2000) 

Dari tiga model pemimpin masyarakat masing-masing ada 

kekurangan dan kelebihannya. Untuk sebuah negara yang baru berdiri 

seringkali dibutuhkan pemimpin otoriter dan karismatik. Sementara jika 

negara telah bertahun-tahun berdiri maka dibutuhkan pemimpin 

demokratis agar masyarakat saling berpartisipasi dalam membuat 

kebijakan dan memajukan bangsa. Sedangkan untuk masa depan sebuah 

bangsa dibutuhkan pemimpin transformative karena membutuhkan 
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keberlanjutan kepemimpinan. Tiga model pemimpin ini akan mewarnai 

bagaiamana masyarakat bangsa akan dibangun dan dikembangkan karena 

masing-masing memiliki karakternya sendiri. 

Dalam kaitannya dengan model kepemimpinan tersebut, Max 

Weber, sosiolog asal Jerman memberikan beberikan beberapa penjelasan 

menarik terkait kepemimpinan (negara); dalam tiga bagian penting: 

pertama, beberapa usnur negara seperti jabatan, peranan, lembaga-

lembaga semuanya memiliki tugas jabatan yang jelas, bersifat kompleks, 

formal dan permanen; kedua, kekuasaan untuk menggunakan paksaan 

dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk 

membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga negara. Para 

pejabat memiliki hak untuk menegakkan keputusan tersebut seperti 

menjatuhkan hukuman dan menanggalkan hak milik. Dalam hal untuk 

melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan aparatnya, 

seperti polisi, militer, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemsyarakatan; 

dan ketiga, kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku 

dalam batas-batas wilayah negara tersebut. (Weber, 1962: 12) 

Beberapa penjelasan mengenai kekuasaan di atas menjadi salah 

satu dasar untuk memahami kaitan antara politik dan pemerintahan. 

Politik dan pemerintahan menjadi bagian yang dapat dikatakan tak 

terpisahkan dalam sebuah negara. Politik sekalipun dapat dilihat sebagai 

kegiatan mencari mempertahankan kekusaan dalam masyarakat 

tampaknya membutuhkan hakikat atau makna, kedudukan, dan 

penggunaan kekuasaan dimana pun keberadaannya. Oleh sebab hal ini 

merupakan suatu yang bisa dikatakan tidak bisa dihindarkan. 

IDEOLOGI POLITIK PEMERINTAHAN 

Dalam pergulatan politik dunia, terdapat pelbagai macam polihan 

ideology politik sebuah negara. Terdapat negara yang menganut ideology 

fasisme, kanan, namun juga ada yang menganut fasisme kiri. Italy dan 

Jerman penah menganut system fasis semacam ini. sementara itu, di 
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belahan dunia lainnya terdapat pula yang menganut paham politik 

Komunis (yang belakangan) mengalami kebangkrutan secara massal di 

dunia kontemporer. Russia, Cuba, Vietnam dan China adalah negara-

negara yang pernah menganut system politik-pemerintahan sosialis-

komunis. Selain itu, terdapat negara-negara yang menganut system 

politik-pemerintahan demokrasi bahkan demokrasi liberal seperti 

Amerika, Prancis, Canada, Swedia, Australia, Mesir, Indonesia dan Pilipina. 

Selain dari negara-negara tersebut, beberapa negara seperti 

Inggris, Belanda, Thailand, Jepang, Arab Saudi, Brunei Darussalam 

menganut system politik-pemerintahan kerajaan-kesultanan. Negara-

negara ini memiliki seorang Raja/ratu sekaligus memiliki seorang 

perdana Mentri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan perdana 

Mentri/Sultan menjadi kepala negara dan kebudayaan negara. Di antara 

negara tersebut memiliki perbedaan mekanisme pemilihan dan 

kekuasaan politik yang diatur oleh masing-masing konstitusi. Negara lain 

sebenarnya tidak dapat mengatur, namun dalam kenyataannya, seringkali 

negara lain “hadir” di sana dan ingin turut serta mengatur sehingga terjadi 

konflik di dalam negara. 

Beberapa negara yang menerapkan ideology politik-pemerintahan 

jika dilacak dapat ditemukan masing-masing negara memiliki basis social 

yang beragam. Basis social menjadi salah satu instrument penting dalam 

menentukan pilihan ideology politik-pemerintahan suatu negara. Negara-

negara fasis cenderung memiliki basis social masyarakat pekerja keras-

dan pekerja kasar, selain masyarakat urban yang saling berebut ruang 

public pekerjaan. Hal ini dikemukakan oleh Seymour Martin Lipset 

(1960), ketika membahas beberapa ideology politik yang berkembang di 

dunia seperti fasisme kanan, kiri, liberal, serta komunisme. Ketika itu, 

negara fasis kanan seperti Uni-Soviet sebelum hancur dengan glassnot dan 

perestrika Michael Gorbacev (1988), serta fasisme jerman era nazi dan 

fasisme Italy era Benedito Musolini, Dinasti Ming di China dan fasisme 

Jepang. 



8 
 

Negara-negara demokrasi seperti Amerika, Prancis , Pilipina dan 

Indonesia memiliki basis social yang juga beragam. Bahkan Prancis 

sebagai negara yang cenderung liberal dan secular memiliki basis social 

masyarakat yang sangat menghargai dan tunduk pada kebebasan 

individu. Persoalan individu menjuadi hak otoritatif warga masyarakat, 

negara tidak dapat menganturnya, dan masyarakat juga tidak boleh 

melakukan aktivitas individual seperti ritual di ruang public (negara). Di 

Prancis agak sulit kita temukan adanya upacara atau praktek ritual di 

ruang-ruang public (pemerintahan) sebab hal itu dianggap menjadi 

bagian hak personal yang tidak perlu dibawa dibawa ke ruang public. 

Prancis merupakan tipikal masyarakat eropa yang sangat liberal 

sebagaimana semboyan yang dianut yakni liberte dan fraternete. 

Sementara itu, Amerika, sebagai salah satu negara yang menganut 

ideology demokrasi, memiliki basis social masyarakat yang berbeda 

dengan Prancis. Masyarakat Amerika tidak permisis seperti di Prancis 

dalam hak individual, sekalipun hak-hak individual sangat dihargai oleh 

undang-undang. Masyarakat Amerika masih mentolerir hal-hal yang 

sifatnya individual dalam hal keagamaan, keluarga maupun etnis. Memang 

terhadap etnis dan ras kulit hitam sebagian masih memperlakukannya 

dengan rasis, namun negara melarang konstitusi berlaku rasis atas 

mereka kulit hitam. Bukti atas demokrasi Amerika adalah terpilihnya 

presiden keturunan berkulit Hitam John F. Kennedy, Thomas Jeferson dan 

Barack Obama. 

Sementara Indonesia dan Pilipina memiliki basis social masyarakat 

yang hampir sama yakni kelas menengah ke bawah (rakyat kebanyakan) 

dan pekerja rendahan, sehingga memberikan ruang yang sama pada 

mereka yang berada di level bawah, menengah dan atas untuk sebuah 

kebijakan politik. Menjadi kandidat Legislatif, hakim, bahkan presiden 

misalnya, di Indonesia maupun Pilipina sama-sama memberikan 

kebebasan pada semua lapisan masyarakat yang menjadi basis sosialnya. 

Indonesia dan Pilipina dapat dikatakan sebagai salah satu contoh negara 
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yang menganut demokrasi dengan basis social keagamaan cukup kuat. Di 

Indonesia mayoritas penganut Islam. Sedangkan di Pilipina mayoritas 

penganut Katolik. Kedua negara ini menganut system dan ideology politik 

demokrasi. 

Analisis basis masyarakat untuk memahami ideology politik, 

apakah kiri-kanan-komunis-kiri-fasis dan demokrasi dapat dilacak sejak 

terjadinya Revolusi Prancis abad ke-18. Saat ini para ahli dari pelbagai 

negara mengadakan pertemuan-konperensi untuk membicarakan tentang 

ideology politik-pemerintahan sebuah negara, lalu di antara mereka saling 

mengemukakan pandangannya dari latar belakang basis social mereka. 

Dari sana muncullah kategorisasi social egalitarianism, populisme 

ekstrem, fasisme kelas bawah dan otoritarianisme ultra kanan dan kiri 

sehingga terjadilah perdebatan yang sangat keras di antara mereka untuk 

saling mempertahankan pendapatnya serta menerima pandangan orang 

lain. (Lipset, 1960: 81) 

Memperhatikan basis social politik-pemerintahan yang dibangun 

oleh para ilmuwan dan dipraktekkan di masa kepemimpinannya, kita 

dapat memperhatikan saat ini dan agaknya sampai ke depan, terkait 

adanya karakteristik yang beragam dari pelbagai negara yang 

menerapkan ideology politiknya. Semua ini dalam perspektif sosiologi 

politik dan gerakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan politik 

yang alami dan sifatnya di dasarkan pada ciri-ciri khusus negara dengan 

basis social yang beragam pula. Ada ancaman dan tantangan di masing-

masing negara seperti federalism, ekstremisme, dan konservatisme 

namun semuanya akan menjadi pertanda bahwa dalam sebuah negara 

yang beragam tidak bisa memaksakan untuk menerapkan sebuah 

ideology politik yang berbeda dengan basis sosialnya. 

Masing-masing gerakan politik jika kita perhatikan, kaum 

ekstremis-kanan misalnya, dalam beberapa negara memiliki ciri khas 

yang sama di beberapa negara yakni hendak merubah Sistem dan ideology 

politik yang dianut dalam sebuah negara. Mereka hendak memaksakan 
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kepada setiap orang akan pemahaman politik dan ideologinya, sehingga 

yang berbeda akan dianggap sebagai musuh dan lawan politiknya. Mereka 

akan mengobrak-abrik system ekonomi, budaya, dan politiknya sesuai 

dengan kehendak idoelogi yang dipahami. Sebenarnya gerakan ekstremis-

kanan ini tidak berbeda jauh dengan gerakan konservatif dan fasis 

ekstrem yang sama-sama berkehendak merubah system politik dalam 

sebuah negara dengan model yang revolusioner, kadang dengan 

menggunakan model kekerasan. Oleh sebab itu, baik gerakan-gerakan 

politik ekstrem – kanan maupun konservativ kiri dan fasisme ekstrem 

sama-sama berbahaya untuk sebuah negara beragam. 

Pelbagai ideology politik kontemporer yang masih berlanjut antara 

lain demokrasi, liberal, sosialis, belakangan muncul feminis, 

envioremental, konservatif dan radikalisme. Beberapa ideology politik-

pemerintahan disini tidak akan saya bahas satu persatu. Dalam  bagian ini 

hanya hendak ditunjukkan bahwa ideology politik pemerintahan 

merupakan suatu yang penting dalam kajian politik-pemerintahan, sejak 

dari zaman klasik sampai modern saat ini. oleh sebab perlu mendapatkan 

perhatian dan akan terus menjadi perhatian para ilmuwan politik, 

ilmuwan social (sosiolog), antropolog ataupun ekonom dan ahli hukum. 

(Eatwell, 2001) 

Istilah ideology dalam politik-pemerintahan belum ada 

kesepakatan di antara para ahli ideology. (Ian Adams, 2004). Namun 

begitu, sebagai suatu batasan umum, ideology sekurang-kurangnya 

memiliki beberapa kriteria sehingga suatu gagasan-pemikiran dikatakan 

sebagai ideology politik-pemerintahan. Hal-hal tersebut antara lain: 

Pertama, adanya pelembagaan gagasan secara istematis yang 

diartikulasikan oleh sekelompok masyarakat. Soal ideology partai 

misalnya, jika kita sedang membahas partai democrat, partai buruh, 

kongres atau bahkan partai Islam, maka kita sebenarnya sedang 

membahas pandangan hidup, idealitas, visi, misi dan praktek politik, 
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